o ﬁé&gﬁz#lmifw}ém'-Vm’.__'.?_No.-'-af~:Deséml:ér-2006-

0% SEKILASTENTANG TINDAKPIDANA =

% Oleh: DR. Cita Citrawinda, SH-MIP. -~~~
- Merektelah lama digunakan sebagai alatusituk membedakan barang dan
Jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan dari barang dan/atau jasa produksi
_perusahaan lain yang sejenis, atau digunakan untuk memberikan tanda dari
o :p_l_r'odtds: yang dihasilkan. L
 Dalamkedudukannya untuk memperkenalkan produksi suatu perusahaan,
merek mempunyai peranan yang sangat penting bagi pemilik suatu produl;. Hal
ini disebabkan oleh fungsi merek itu sendiri untuk membedakan dalam
memperkenalkan suatu barang dan/atau jasa dengan barang dan/atau jasa
lainnya yang mempunyai kriteria dalam kelas barang dan/atau jasa sejenis yang
diproduksi oleh perusahaan yang berbeda.

Dengan memiliki suatu merek berarti telah dapat diterapkan salah satu
strategl pemasaran, yaitu strategi pengembangan produk kepada masyarakat
pemakat atau kepada masyarakat konswmen, dimana kedudukan suatu merek
dipengaruhi oleh baik atau tidaknya mutu suatu barang yang bersangkutan.
Jadi merek akan selalu dicari apabila produk atau jasa yang menggunakan
merek mempunyai mutu dan karakter yang baik dan dapat digunakan untuk
mempengaruhi pasar.

Merek merupakan bagian dari HKI yang menembus segala batas.
Dimana-mana ada usaha untuk memberikan perlindungan secara lebih besar.
Terutama bagi negara-negara yang sudah maju, antara lain Amerika Serikat
yang menghendaki adanya perlindungan terhadap HKI warga negaranya dari
negara-negara lain, supaya arus teknologi penemuan hak cipta serta merek-
merek mereka yang sudah terkenal di bidang perdagangan, vang telah
mendapatkan “goodwill”’ secara seksama dengan pengorbanan banyak biaya
dan tenaga dapat dilindungi secara wajar oleh negara-negara lain.'

' Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia
(Dalam rangka WTO, TRIPs). (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 5-6.Lihat juga
Cita Citrawinda Priapantja, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, makalah
disampaikan pada Seminar HKI dan Penegakan Hukumnya yang diselenggarakan
cleh Kedutaan Besar Prancis bekerjasama dengan Perhimpunan Masyarakat HKI
Indonesia (Indonesian Intellectual Property Society/IIPS) pada tanggal 19 — 20
September 2001 hal. | bahwa: “Merek sebagai salah satu wujud karya intelekival
memiliki peranan penting bagi keluncaran dan peningkatan perdagangan barang
atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi,
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-+ Persetujuan TRIPs; khususnya Pasal
- mereksebagaiberikut:: o 0 S
. “Any sign or any combination of signs, capable of distinguishing the
oods or services of one undertaking from those trademark. Such
. signs, in particular words including personal names, leiter, numeral,
- figurative elements and combinations colors as well as any

- combination of such signs, shallbe eligible for registration as -
- trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing -
the relevant goods or services. Member may make registrability
nd on distinctiveness acquired through use. Members may

s a condition of registration, that signs be visually percetible”.

5 ayat (1) mengatur tentang definisi

. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) ini, setiap tanda atau gabungan
dar tanda-tanda yang dapat membedakan barang dan jasa suatu perusahaan .
dengan perusahaan lainnya dapat dianggap sebagai merek dagang. Tanda
semacam itu, khususnya, kata-kata yang termasuk nama pribadi, huruf, angka,
«dan gabungan warna, serta setiap gabungan dari tanda semacam itu, dapat
didsfarkon scbagaimerck dagang, o
" Halterpenting dalam mendefinisikan merek yang dikemukakan dalam Pasal
15 ayat (1) Persetujuan TRIPs? adalah penekanan mengenai “unsur pembeda”.
Menurut Persetujuan TRIPs, pembedaan (seringkali disebut dengan “daya
pembeda”) adalah satu-satunya kondisi substantif bagi perlindungan merek.
Penolakan terhadap pendaftaran suatu merek menurt Pasal 15 Ayat (1)
Persetujuan TRIPs tersebut adalah berdasarkan alasan-alasan tidak adanya
daya pembeda itu tadi. Dalam hal penolakan perlindungan atas merek
diperbolehkan pula sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Konvensi Paris.> ~ *

Merek (dengan brand image-nya} dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda
pengenal atay days:{pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas
produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena itu merek dafat
merypakan asset individu maupun asset perusahaan yang dapat menghasillan
keuntungan yang besar, tentunya apabila didayagunakan dengan memperhatikan
aspek bisnis dan proses manajemen vang baik.” il

* Pemerintah RI telah menandatangani Persetujuan TRIPs pada tanggal 15 April 1994
dengan meratifikasi hasil Putaran Uruguay yaitu Agreement Establishing the World
Trade Organization melalui Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1994 tentang
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Selain itu juga telah
meratifikast Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, melalui
Keppres Nomor 135 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24
Tahun 1979, dan Trademark Law Treaty (TLT) melalui Keppres No 17 Tahun 1997,

* Op.cithal. 6-7. Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek:
* Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atay kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memilili daya
pembeda dan digunakan dalam kegiaion perdagangan barang atau jasa.” Lihat
Jjuga Pasal 6 yang berbunyi sebagai %erikut:
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S Dalam Konven51 Paris; penolakan suatu pelhnciungan dlperboiehkan_.: :
_ apablla registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar hak-
- hak. pihak ketiga: terdahulu apabila merek yang bersangkutan tidak memjliki
- karakter pembeda, atau secara ekskliisif mengandung syarat-syarat deskriptif,

atan apabzla merek tersebut berten‘fangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau
ketertiban umum yang diterima masyarakat. Sementara daya pembeda adalah
- ---kunc1 utama bagi perlmdungan menurut Persetujuan TRIPs. v e

o _Berkaxtan dengan perlmdungan merek, perdagangan tldak akan
- .belkembang baik _]Ika suatu merek tidak memperoieh perlindungan hulam yang
~-memadai di siiatii negara, Adanya pembaj akan geias akan memglkan tidak
‘hanya bagi para ‘penguisaha yang memiliki atau memegang hak atas merek
tersebut tetap1 juga bagi para konsumen.

Merek—merek terkenal tertentu sebagal contoh nnsalnyfl CARTIER
LEVI S dan NIKE, telah mengembangkan kemampuan untuk menczptakan
mIal yang tinggi terhadap barang atau produknya, prestise karena upaya promosi
yang gencar dan investasi besar yang dilakukan oleh pemilik merek semngga'
merek-merek tersebut menj jadi terkenal di seluruh dunia serta didukung oleh
manajemen yang baik. Daya tarik merek-merek dunia ini menyebabkan
banyaknya permintaan terhadap pmduk«produk yang menggunakan merek-
raerek ini —namun sayangnya permintaan ini sering dipenuhi oleh pemalsu yang
memprodukm dan mendistribusikan produk-produk yang tidak sah. Pemalsu
memasarkan produknya ke selnrth dunia, dari Hong Kong hingga New York
dimana kota-kota tersebut dibanjiri dengan produk-produk palsu. Dari segi
ekonomi maupun segi-segi lainnya, pemllik merek menderita kerugian akibat
penjualan produk-produk palsu ini. Produk palsu biasanya murah- dan
berkuakhitas lebih rendah dibandingkan dengan produk aslinya.

{1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
soa. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
+ milik pihak lain yang sudah terdaftar lebil dahulu untuk barang dan/atau
jasa yang sejenis;
b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. mempunyal persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi
geografls yvang sudah dilcenal.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan
terhadap barang danfatau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi
persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih fanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:
a. -merupakan atau menyerupal nama orang terkenal, foto, atau nama badan
huk}ut}a yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetuju&n tertulis dari yang
berhak;

b, mampakan tirnan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,
lambang atau simbol ataw emblem negara atau lembaga nasional maupun
internasional, kecuali atas persetujuan teriulis dari pihak yang berwenang;
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.+ Tindakan pemalsuan merek, tentu akan mengurangi kepercayaan pihak
. asing terhadap jaminan perlindungan atas merek yang mereka miliki: Akibatnya -
- muncul ketidakpercayaan dunia internasional terhadap pertindunganhak atas

merek yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ataupun untuk melalukan
hubungan dagang dengan pihak Indonesia* .+~ -

. Dalam banyakkasus, peniruan merek secara tidak bertanggung jawab
- untuk barang yang scjenis selain merugikan pemilik merek yang sah, juga akan
- merugikan masyarakat umum, khususnya para konsumen, karena merupakan -
 suatuperbuatan curang yang menciptakan kekacauan mengenai asal-usul barang
. atanusaha industri dan dagang, mendiskreditkan usaha pengusaha atau barang
* industrial dan komersial pemilik mcrek yang sesungguhnya dengan adanya
pelanggaran terhadap merek, serta mengelabui khalayak ramai berkenaan

dengankualifassuatubarangs ©* "
' Praktek_peifdaganga_n tidak jujur meliputi cara-cara sebagai berikut:s. .
1. Praktek peniruanmerek dagang. . .~ . .. .
- Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak -
- jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya menggunakan merek
-terkenal yang-sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang
- diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atau jasa yang sudah.
terkenal untuk menimbulkan kesan seakan-akan barang yang diproduksinya
tersebut adalah produk terkena] tersebut.
2. Praktek pemalsuan merek dagang. :
. Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yan,
beritikad tidak baik dengan cara memproduksi barang-barang dengan
- mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di masyarakat yang
bukan merupakan haknya.
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan
sifat dan asal-usul merek.

Halini iezj adi karena adanya tempat atau daerah suatu negara yang dapat
menjadi kekuatan yang memberikan pengaruh baik pada suatu barang karena
dianggap sebagai dae_,rah penghasil jenis barang bermutu.

“ Lihat Laporan USTR - 2005 Special 301 Report yang menyatakan bahwa Indonesia
termasuk salah satu negara yang masuk dalam kategori Priority Watch List. Selain
Indonesia, negara-negara yang juga termasuk dalam kategori Priority Watch List
adalah Argentina, Brazil, Mesir, India, Israel, Kuwait, Libanon, Pakistan, Filipina,
Rusia, Turki dan Venezuela. USTR menyatakan bahwa negara yang masuk dalam
kategori Priority Watch List adalah negara yang tidak memberikan perlindungan HKI
secara memadal maupun penegakan hukumnya.

* Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional; TRIPs, GATT
dan Putaran Uruguay, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 27.

¢ Muhammad Djumhana dan Djubaeditlah, Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan
Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakei, 2003), hal. 202,
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I'll_]SIp adanya 1t1kad baik’ jugamerupakan ketentuan yang sangat pentmg
mengmgat kefentuan ini Ju0a merupakan ketenman intemasional sebagazmana:
: telﬂcat untuk membenkan perhndungan hukum yang efek’af agar tidak ter_]adl
persaingan yang tidak jujur.” Lebih lanjut Pasal 10 ayat 2 (dua) Konvensi
Paris menentukan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan. honest
pre cnce m mdusn ial and commerc:al matters merupakan suaty perbuatan

_ engan aktmtas industri dan perdagangan darip pesamg Juga semua'
tindakan-tindakan dan indikasi-indikasi yang dapat mengacaukan pubhk
berkenaan dengan sifat dan asal-usul suatu barang Pnn31p ‘itikad baik’ ini
harus diterapkan dalam hal kepemilikan suatu merek mengenai s;apakah permhk
merek sestunggubmnya yang berhak memperoleh perlindungan hukum. 7

Walaupun Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ‘telah
memberlakukan prinsip ‘itikad baik’, syarat-syarat permohonan merek yang
harus ditolak serta ketentuan-ketentuan lain mengenai perlindungan merek
terdaftar, termasuk sanksi perdata dan pidana, akan tetapi kenyataannya
pelanggaran atas merek masih saja berlangsung, khususnya terhadap merek-
merek terkenal, baik di dalam maupun di }uar negeri. :

Perlindungan Merek di Indonesia

" Pemerintah Indonesia telah memberiakukan Undang-Undang Merek
Nomor 15 Tahun 2001 pada tanggal 1 Agustus 2001 2 Undang-Undang Merek
Nomor 15 Tahun 2001 menganut sistem konstitutif dimana perlindungan hukum

7 Pasal 10bis Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967) berbunyi

sebagai berikut;
(1} %he Countries of the Union are bound to assure to nationals of such cazmtrzes
effective protection against unfair competition.
(2) Any act of competition contrary to honest practices in mdustrzal or
commercial matters constitutes an act of unfair competition.
{3) The following in particular shall be prohibited:
1. all acts of such a nature as to create co:;ﬁ:szon by any means whatever thh
_ the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of
@ competitor;

2. false allegarions in the course of trade of such a nature as to discredit the
establishinent, the goods, or the industrial or commercial activities, of a
competitor;

3. indications or allegations the use of which in the course of trade is liable
to mislead the p::%hc as to the nature, the manufacturing process, the
chagactenstzcs the suitability for their purpose, or the quantity, of the

00ds
§ Sebeiumnya merek dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1997 juncto Undang-Undang Nomor } Tahun 1992.
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E terhadap pemegang hakatas merekbamakandiperoieh apébﬂa meré_k' tersebut g

- Perusahaan danMerck Pemiagaan®

didaftarkan (first fo file), menggantikan sistem deklaratif (first fo use) yang
- pertamakali dianut oleh Undang-Undang Nomor 2| Tahun 1961 tentang Merek

- Ketentuan Pidana yang mengatur tentang sanksi dan denda bagi pelanggar -
. merek diatur dalam Pasal 90 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 -
tentang Merek. Pidana penjara yang dikenakan pada terdakwa adalah paling =~
+ lama5 (lima) tahun, sedangkan denda paling banyak sebesar Rp 1.000.000.000
C(ammiarpigh) T e T
_ . Dalam hal perlindungan mierek, Indonesia sesunggulinya tidak hanya . ©
- mendasarkan kepada perafutan perundang-undangan nasional di bidang merek
. semata, akan tetapi sangat dipengaruhii oleh TRIPs yang merupakan bagian
tak terpisahlcan dari Perjanjian Pembentukan Agreement on Establishing the
World Trade Organization (WTO). = = RS ¢ Y
-.-Oleh karena perjanjian WTO merupakan perjanjian multilateral, maka
bagi negara yang menandatanganinya seperti Indonesia harus taat pada ketentuan
tersebut. Pemerintah Indonesia telah mengakomodasikan ketentuan-ketentuan
Persetujuan TRIPs tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001
tentang Merek. Begitu pula mengenai perlindungan bagi merek terkenal
sebagaimana pula telah diatur dalam Konvensi Paris pada Pasal 6 bis.'"
Persetujuan TRIPs memuat pengaturan mengenai penegakan hukum untuk
mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran di bidang HKI di negara-
negara anggota. Pengaturan-pengaturan mengenai penegakan hukum ini secara
garis besar memuat kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada badan
peradilan, badan administrasi (Pabean) dan pemegang Hak Kekayaan
Intelektual, bila terjadi pelanggaran yang menyangkut Hak Kekayaan
Intelektual. Dalam era global, era perdagangan bebas, dimana negara-negara
saling mengembangkan usaha-usaha investasi ke negara-negara lainnya

* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 menganut sistem deklaratif (first to use),
artinya “siapa yang pertama-tama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia
dianggap sebagai pihak yang berhak atas merck yang bersangkutan”.

 Bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 bahwa ancaman pidana
penjara yang dikenakan terhadap terdakwa menunjukkan kecenderungan menurun,
sementara sanksi denda cenderung ditingkatkan, Sanksi penjara yaitu paling lama 7
(tujuh) tahun, sedangkan sanksi denda yang dikenakan terhadap terdakwa pelanggaran
merek adalah paling banyak hanya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

't Lihat juga Nils Victor Montan, Chander M. Lall dan Clifford Borg-Marks, ( Author &
Ed.), Trademark Anticounterfeiting in Asia and The Pacific Rim (New York: INTA)
2001, hal 97 bahwa: “Menurut Monstret, untuk menentikan apakah merek tersebut
termasuk dalam kategori "well known™ atau “famous”, maka ada beberapa
fkriteria yang harus diperhatifan, yaitu:

1. tingkat pengakuan akan merek yang bersangkutan;
2. tingkat penggunaan serta jangka waktu peaggunaan merek;
3. tingkat keluasan dan jangka walktu ildan dan promosi dari merek;
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:' dizﬁidéﬁg'perd_agangan yang memiliki aspek HKI, bagian yang tmpenting"dé_lai;ﬁ- |
TRIPs adalahBagian Ke-empat yang mengaturtentang “Special Requirements.
Related to Boarder Measures” yang mengandung prinsip-prinsip pokok dalam

‘penegakan hukum bila terjadi pelanggaran: dan/atau adanya indikasi
pgl_apgg@f@,l_?.:_'_.__ o e e

T '_Bg'gi-hldone_sia,- semg dengan meningkatnyé perdagangan internasional

yang cenderung menciptakan pasar global yang semakin mengarah kepada

perdagangan bebas, tersedianya sistem perlindungan hukum yang efekiifdi
bidang HKI semakin diperlukan, Peranan tersebut secara nyata akan terlihat
pada dampak dari perlindungan hukum di bidang HK1 yang dapat meningkatkan
citra Indonesia di forum internasional. Dj dalam negeri akan berdampak pada
peningkatan kualitas dan kreatifitas masyarakat di berbagai bidang, mendorong
alih tehnologi dan alih fimu pengetahuan, memperbesar informasi di bidang HKI,
merangsang penanaman modal asing, melindungi konsumen dan sebagainya.

A, tingkat keluasan dimana merek tersebut diakui, digunakan, diiklankan,

. didafiarkan dan diloksanakan secara geografis, atau j%ktor—faktor lain vang
“iberhubungan yanf dapai menentulan jangkauvan merek tersebut secara

geografis, vaitu lokal vegional atan seluruh dunia; il
- Hingkat daya pembeda yong dimiliki merek tersebut; _

derajat keeksklusifan merek serta sifut dan keluasan penggunaan merek yang
- Sama atay serupa oleh pihak ketiga; . Lo
sifat barang atau jasa serta jalur perdagangan atas barang dan jasa yang
menunjang merelk tersebut; R
derajat dimana reputasi merek melambanghan kualitas barvang; dan
keluasan dari nilai komersial yang dihubunghan dengan merek.

[N T N ¥ NV

12 Li'h.at.Persetujuan TRIPs Pasal 51 dan 52 yang teks aslinya berbunyi sebagai bégiku_t:

: - Article 51 Do

“Members shall, in conformit;y with the provisions set out below, adopt procedures
to enable a right holder, who has valid grounds for suspectin% that the importation
of counterfeit trademark or pirated copyright goods may take place, to lodge an
afplication in writing with competent authorities, administrative or judicial, for
the suspension by the customs authorities of the release into free circulution of sich
goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods
which involve other infringements of imeﬁ’ecmal property rights, provided that the
requirements of this Section are met. Members may also provide jgr corresponding
procedures concerning the suspension by the customs authorities of the rélease of
infringing goods destined for exportation from their tervitories.” et

Article 52 o
“dny right holder initiating the procedures under Article 51 shall be required to
provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that, under the laws
of the country of importation, there is prima facie an infringement of the right
holder’s intellectual property right and to supply a su ficienti}ly detailed
description of the goods to make them readily recognizable by the customs
authorities. The competent authorities shall inform the applicant within
@ reasonable period whether they have accepted the apglication and, where
determined by the competent authorities, the period for which the customs authori-
ties will take  action.” . )
'* Dalam harian Kompas tanggal 9 April 2002. Memperindag Rini MS Soewandi melalui
Kepala Perwakiian Perdagangan AS Robert B Zoellich meminta agar Pemerintah AS
lfnzngub_ah status Priority Watch List (PWL) menjadi Watch List (WL) bagi
neonesia. ’
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Sedangkan untuk perhndungan hukum terhadap merek terkenal sendm o
: j iandasan hukumnya sudah lama diatur dalam Konvensi Pans yaitn baliwa -
_ -nggara-negara anggota Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan
‘pendafiaran danmelarangpemakalanmarekyangmempakanreproduksx imitasi
- atau terjemahan yang menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari suatu merek
- yang d1pandang dari suatu negara merek terdaftar atau dlpakaz sebagai suatu :
merek-yang.terkenal dan merupakan merek orang }am i

'Perana POLRI'dalamMenangami(egahatanHKI |

g  : - PohsztRepubhk Indonesxa (POLRI) seiaku alat1 negara, perlu me]almkan :; :_
o berbagal upaya penanggulangan atas kejahatan atan pelanggaran HKImelalui
- upaya penegakan hukum dengan melakuian  penyidikan dan investigasi. POLRI

diharapkan untuk senantiasa berupaya melakukan penegakan hukum

berdasarkan kewenangan yang ada rnelalul keg;atan penyidikan kejahatan HKI
yang telja(h _

" Sejak berlakunya Undang~Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
tahapan proses peradilan pidana terbagi secara nyata, yaitu penyelidikan dan
penyidikan (investigasi) dilakukan oleh POLRL; penuntutan merupakan
kewenangan Kejaksaan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan menjadi
wewenang Hakim. Setelah perkara diputus di Pengadilan, maka pelaksanaan
putusan Hakim dilakukan oleh Jaksa, sedangkan pembinaan dilakukan oleh
Lembaga Pemasyarakatan.

Dengan batasan yang tegas antara fungsi-fingsi tersebut diatas, maka dalam
penerapannya harus merupakan suatu proses peradilan atau penegakan hukum
yang terpadu Hal ini dimaksudkan untuk membenkan perlindungan hukum
terhadap peme gang hak atas merek

Provisional Measures

Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau
dunia usaha yang sangat terkait erat dengan ekonomi dan perdagangan, oleh
karenanya penyelesaian sengketa merek menjadi kewenangan badan peradilan
khusus, yaitu Pengadilan Niaga, sehingga diharapkan sengketa perdata di bidang
merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Pemilik merek memiliki
upaya perlindungan hukum terhadap mereknya dengan mengajukan permohonan
kepada Pengadilan Niaga agar dapat dikeluarkan “penetapan sementara
pengadilan” untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Terhadap penetapan

'* Lihat Pasal 85 mengenai Penetapan Sementara Pen%adllan yang menyatakan bahwa:
“Berdasarkan bukii yang cukup pihak yang hakaya dirugikan dapat memmta
hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:
a. pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek;
b. penyimpanan alat bukti yang gerkmtan dengan pelanggaran merel Iersebut »

i—z‘ajﬁ int dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilanghan barang
ukti.
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sementara tersebut, tidak dapat dilakukanupaya hukum banding atau kasasi.
Selainitu pemilik merek diberi kesempatan untuk menyelesaikan sengketanya:
‘melalui badan selain badan peradilan, yaitu arbitrase atau altemnatif penyelesaian.
sengketa.!d oL e e
'+ Penetapan sementara pengadilan ini disebut provisional measures, yang
juga umum dikenal dalam peraturan arbitrase, maupun konvensi tentang
penyelesatan sengketa tentang penanaman modal.'s Di dalam Persetujuan TRIPs -
mengenai provisional measures diatur dalam Article 50, sebagai berikut:-

- “The judicial authorities shall have the authority to order prompt and
“a. ‘toprevent an infringement of any intellectual property right from
- occuring, and in particular to prevent the eniry into the channels
* of commerce in their jurisdiction of goods, including imported
- goods immediately after customs clearance; 19
b to preserve relevant evidence in regard to the alleged
mﬁ‘mgé‘ment 0o : . o R C :

Contoh Kasus Tindak Pidana di Bidang Merek

- Berikut ini adalah 3 (tiga) contoh kasus tindak pidana pelanggaran di bidang
merek di Indonesia yang cukup menonjol: oYYV S

1. Kasus “Channel” palsu

Duduk perkaranya adalah sebagai berikui: Ni Made Geben alias Keben
didakwa memperdagangkan barang-barang berupa dompet dan tas yang
menggunakan logo Channel palsu antara tahun 1995 - 1996. Oleh Pengadilan
Negeri Denpasar, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan
denganmasa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enar) bulan. '

** Lihat Pasal 84 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa para pihak dapat
menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

' Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Undang-Undang Merek Baru Takun 2001,
(Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 189, Lihat juga www.inta org., Request
for Action by INTA Board of Director, Report on the Enforcement Provision of the
TRIPs Agreement, November 20, 1996 hal. 6 bahwa International Trademark
Association mengingatkan bahwa Article 50 tersebut masih membuka kesempatan
bagi pihak yang diduga memalsu merek untuk segera memusnahkan label atau merek
yang dipergunakannya tersebut, sehingga “penetapan sementara pengadilan” tersebut
dapat ditentang oleh penggugat. Sehingga INTA berpendapat bahwa secharusnya
bagian ini dianggap sebagai minimum requirements yang diatur dalam Persetujuan
TRIPs. Pembuat Undang-undang masing-masing negara seharusnya menyiapkan
peraturan yang lebih ketat lagi dengan mempertimbangkan berbagai segi.
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Sekﬂas Tentang ’Fmdak Pidana Dalam B:dang Merek _' .

Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menga_}ukan bandmg =

) ke Pengadﬂan Tinggi Denpasar akan tetapi hasil putusan Pengadilan Tinggi
' Denpasartldakmemuaskan Jaksa PenuntutUmum karena selain menguatkan
- ‘putusan Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa hanya dzkenai hukuman‘ :
-membayar denda sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) P :

Selanjumya J aksa Penuntut Umum mengajukan kasus ini ke Mahkamah ”

e Agung RI. Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatannya pada putusan”

- Pengadilan Negeridanj jugaputusan Pengadilan Tinggi yang sama sekali tidak - o
- mempertimbangkan tujuan dasar dari diundangkannya Uridang-undang Merek;

. yaituuntuk melmdung1 pemegang hak atas merek sesxmgguhnya danyangtelah
. terdaftar, karena ‘walaupun tergugat. bukan orang yang memproduksi barang -

tersebut, tetap1 sudah seharusnya tergugat mengetahui bahwa barang yang.
dzjuainya adalah barang palsu dan hal tersebut adalah merupakan tindakan: -
yang melawan hukum. Dengan hukuman pidana percobaan tidak dapat
memmbulkan efek jera pada peiaku tmdak p1dana tersebut.

Sekah lagi Jaksa Pemmtut Umum Ke}aksaan Negeri Denpasar djkalahka.n
oleh terdakwa pada tingkat kasasi, karena MARImenolak permohonan kasasi
pemohon dan hanya menghukum termohon/terdakwa denganpidana kurungan
10 (sepuluh) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahum 6 (enam) bulan dan
juga untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus
 rupiah). Dalam Putusan MA No. 417 K/Pid/1998 diputuskan bahwa
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi, yaitu Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar atas
kasus perdagangan barang berlogo Channel palsu.

2. KasusMerek “Holland Bakery”

Duduk perkaranya adalah sebagai berikut, DR. Drs. F.X. J. Kiatanto,
didakwa melakukan pemalsuan merek dengan meniru merek milik PT. Mustika
Citra Rasa, yaitu Holland Bakery. PT. MCR adalah pemegang merek Holland
Bakery yang terdapat gambar kincir angin, dan terdaftar pada Direktorat
Jenderal HKI dengan nomor register 260637 dan telah mendapat sertifikat
merek pada tanggal 28 Juni 1990 untuk jenis barang/jasa kelas produk 30,
yaitu makanan, roti dan kue-kue. Sedangkan DR. Drs. F.X. J. Kiatanto adalah
pemilik merek Holland Bakery disertai gambar bunga tulip untuk usaha jasa
café/rumah makannya di Yogyakarta. Merek tersebut juga telah terdaftar pada
Direktorat Jenderal HKI dengan nomor register 317559 dan telah mendapat
sertifikat merek pada tanggal 21 November 1994 untuk kelas barang/jasa 43,
yaitu jasa-jasa di bidang penyediaan makanan dan minuman, bar, kedai kop1
(café), kafetaria, tempat makan yang menghidangkan kudapan (snack bar),
warung kopi (coffee shop), jasa boga rumah makan (catering), jasa ruang
bersantai untuk minum cockiail.
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Mengetahm mereknya dlgunakan p1hak lam PT-MCR: melaporkan
nto ke Pengadilan: Negeri Yogyakarta. Akan tetapi Majelis: Halim-
ﬁ 'ZPengadﬂanNegen Yogyakartamemutuskan dalam Putusan No. 26/Pid. B/2002/. -
. PN.YK bahwa terdakwa DR Drs. FX Kiatanto terbukti meltakukan perbuatan.
' jsebaoaxmana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan

' pemalsuan merek dengan meniru merek milik PT. Mustika Citra Rasa. Namun
~-demikian Majelis Hakim: menyatakan bahwa perbuatan tersebut ‘bukan
merupakan tmdak pzdana Karena itu texdakwa DR Drs Kza"nto_-

s Dalam Putusan Pencadﬂan Negen Yogyakarta No 26/PID B/?,O{}O/-
CPN.YK dxputuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang'

didakwakan, tetapi. dmyatakan bukan Sebagal tmdak pldana sehmgga
dibebaskan dari tuntutan hukum. :

“Pendapat hakim tersebut dapat chpahamz secara fonnal karena teiah sesuai
dengan rumusan delik dalam undang- undang Akan tetapi hakim' telah
mengabaikan suatu landasan penting dalam dunia usaha, yaitu kejujuran dan

‘itikad baik’. - Sebenarnya seluruh bukti-bukti sudah dapat memberikan
gambaran adanya upaya penirnan tersebut, namun Majelis Hakim' tetap
mempertahankan kebenaran format. Dalam Pasal 10 bis Konvensi Paris
dinyatakan bahwa tiap perbuatan yang bertentangan dengan honest practice
in industrial and commercial matters dianggap sebagai perbuatan per saingan
tidak jujur. Yurisprudensi terkenal yang mengedepankan unsuradanya “itikad
buruk” seharusnya juga dapat menjadi bahan pertimbangan oleh Maj elis H'&ﬁm
sebagaimana dalam perkara merek Tancho!7. -

Selain pada kasus merek Tancho maupun pada merek Playboy, keduanya
hanyalah sebagian kecil dari contoh-contoh kasus pembajakan merek. Para
pendaftar(pembajak) merek tersebut jelas tidak memiliki itikad baik dalam
mendaftarkan merek. Tujuan pendaftaran tersebut tidak lain adalah untuk
mendompleng ketenaran merek yang sudah terkenal. Memang, perlindungan
merek pada prinsipnya bersifat teritorial'® meski demikian bukan berarti bahwa
tidak ada lagi perlindungan bagi pemilik merek yang sebenarnya. Keputusan
Mahkamah Agung tersebut untuk memenangkan kasus Tancho adalah hal yang
sangat tepat dan merupakan terobosan baru dalam perlindungan merek karena

" Daiam perkara PT. Tancho Indonesia menggugat Wong A Kieng vang meniru produk
milik PT. Tancho Jepang untuk produk kosmetika, Di Indonesia sendiri merek Tancho
telah didaftarkan oleh Wong A Kmng sgjak tahun 1965, sedangkan PT. Tancho sendiri
berdiri di Indonesia pada tahun 1971, Namun pada akhirmya Mahkamah Agung
memenangkan PT. Tanche Indonesia, dan secara tegas menentukan siapa sebenarnya
pemilik yang sah dari suatu merek, yaitu pihak yang memakainya pertama atau telah
mendaftarkannya lebih dahulu, tetapi hanya uniuk orang yang memiliki itikad baik.

'* Christoper Heath dan Kung- Chung Liu, The Protection of Well-Known Marks in
Asia, (London: Kluwer law International, 2{)02) hat.1-2.
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) Seklias Tentang Tindak Pldana Da]dm Bldang Mcrek--

. telah sesuai dengan Pasal 4 UU Merek yaltu merek tidak dapat d1daftarkan__?
: atas dasar Permohonan yang dla_]ukan oleh pemohon yang bentzkad udak ba1k

-_3 KasgsMerekuHengst“ PRUE

: Duduk perkara kasus ini adalah berawai dan adanya kesepal@tan antara
: Suwanto Halim, warga Negara Indonesia selaku merek “Hengst' yang terdaﬂar_ -
' sejak tahun 1995 untuk produk saringan udara dan saringan oli mesin kendaraan .-

_ ~_berbahan bakar solar denga.n PT. Pratama Pxomr Sentosa yang berkedudukan g
B hukum di Indonesia. Suwanto memberikan kuasanya kepada PT. Pratama Pionir

; 1tk memproduksi produk tersebut. Oleh PT. Pratama Pionir Sentosa;

' --Suwantodltunguk sebagai distributor, akan tetapi PT. Pratara Pionir Sentosa
pada akhirnya mencabut penunjukan dlstrxbutor kepada Suwanto dan \

menyera}ﬂcannyakepada orang lain. . TS - s

Suwanto kemudian juga mencabut kuasa pemaka:an merek “Hengst”
kepada PT. Pratama Pionir Sentosa, namun PT, Pratama Pionir Sentosa masih
tetap menggunakan merek tersebut untuk produk-produknya. Suwanto
kemudian melaporkan tindak pidana merek 'yang dilakukan oleh PT. Pratama
Pionir Sentosa ke Polwitabes Surabaya. : -

-Dalam’ tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Haknn '
Pengadlian Negeri Surabaya untuk menyatakan bahwa PT. Pratama Pionir
Sentosa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana merek, yaitu
menggunakan merek yang sama pada keseiuruhannya dengan merek orang
lain yang terdaftar. :

* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 10/Pid.B/2000 tanggal 1"
Agustus 2000 ‘menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada
PT. Pratama Pionir Sentosa yang diwakili oleh direktumya Herry Wanta Wijaya
terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.
Dengan demikian hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta
mengembalikan semua barang dan mesin-mesin miliknya. Atas putusan tersebut,
Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi. Dalam putusan tanggal 27 Februari
2001 No. 1677K/Pid/2000, Mahkamah A gung memutuskan untuk menolak
permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umur tersebut.

Dari contoh perkara tersebut dapat terlihat bahwa pemilik merek tidak
terlebih dahulu menggugat secara perdata terhadap kasus merek yang dialaminya
sehingga penilaian mengenai kepemilikan mereknya diserahkan kepada hakim
perkara pidana. Hal ini merupakan kerugian bagi pemilik merek, karena dia
tidak dapat membuktikan sebagai pemilik merek yang sebenarnya dan memiliki
hak eksklusif untuk melarang pihak lain untuk memproduksi dan menggunakan
mereknya.
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| 'Keszmpulan .

Inn pada setlap blSHlS yang sukses adalah mer ek yang dxgunakan oieh
_peiaku bisnis untuk mengidentifikasikan barang/jasa  yang dijualnya. Selain
menandai barang/ jasa yang ditawarkan, merek juga harus dapat berfungsi
sebagai alat untul meyaknﬂcma konsumen atas kuahtas barang/_; dsa yang dllekati
merék_tersebut : : '

g '__"_:Pemzhhan merek secara seksama adalah haI yang pen’img agar merek.:
tersebut dikenali. oleh konsumen. Halini sermgkah memertukan pengorbanan -
waktu dan blaya yang tidak sedikit didalam mempromosikan merek untuk
menjadx merek yang terkenal. Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal_' :
6hurufb Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merck bahwa ada
beberapa prasyarat untuk sebuah merek dﬂcategonkan sebagai merek terkenal,
yaitu pengetalinan umum masyarakat mengenat merek yang bersangkutan \
reputasi karena adanya promosi yang gencar dan besar-besaran, invesiasi di
beberapa negara di dunia, dan juga buktl pend"lftaran merek ters ebut d1
beberapa negara. :

~Sungguhmenipakan hai yang sangat merigikan bagi pem;hk merek terkenai
apabzla mereknya disalahgunakan oleh pihak lain dengan itikad tidak baik yang
pada akhirnya akan memperdaya konsumen, selnngga tidak mempercayai Iagl
kualitas merek yang sesungguhnya.

- Undang-undang Merek telah mengatur ketentuan pidana yang bmrtuj uan
untuk membela kepentingan dan memberi perlindungan kepada pemilik merek
secara luas dan masyarakat (konsumen) dati perbuatan orang-orang yang tidak
bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian pasar Indonesia akan terbebas
dari barang bermutu rendah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi
di sisi lain, dari kasus yang dijelaskan di muka, tampaknya tidak mudah untuk
melakukan penegakan hukum di masyarakat. Selain itu juga, sosialisasi oleh
pemerintah secara terus menerus mengenai pentingnya HKI dan khususnya
penegakan hukum atas merek di masyarakat dinilai masih sangat penting. -

DAFTARPUSTAKA
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L ANALISIS PELAKSANAAN :
UNDANG—UNDAN G NOMOR 31 TAHUN 2@98
- TENTANG DESAIN TNDUSTRI

Ol?h"-In?ggn-??,”di_Mau_lgnq.@ R

__ABSTRAK ' o ' '
Meskipun pelaksanaan Undanngna’ang Desain Indusm Nomor 31 Takun
iy 2000 relatzf masih baru, namun telah menarzk sejumiah desainer naswna!
: tmtuk mendaftarkan desain indsutri. Hal i ini dapat dilikat dari jamkxk
permohonan desain. industri yang berasal dari daiam negeri lebik banyak
dari luar negeri. Jika kita bandmgkan dari negara-negara industri maju,
Jelas pemohon desain industri di Indonesia jumlahnya dianggap relatif
sedikit tapi masih lebih banyak dibandingkan dari pemohon desain industri
di negara-negara ASEAN, misalnya Thailand dan Singapure. Oleh karvena
itu, sosialisasi Undangaundang Desam Industri masiiy harus dlttngkatkan
tidak hanya kepada para pengusaha Naszonal tapi juga Aepada para
aparat pelaksara di Dzrektomt Jenderal Hak' Kekayaan Intelekinal (HKD)
agar pelaksanaan proses pendaﬁamn descin industri dapat dilaksanakan
sesuai dengan peraturan pemndang-undangan Jika Ral ini dapai
dilakukan, jumlah permoehonan desam mdustrz dari dalam negeri akan
meningkat lagi, :

1. Mukadimah

Pembahasan Rancangan Undang»Undang tentang Desain Industri hmgga
menjadi undang-undang dapat dianggap cukup lama dan berlangsung hampir
setahun karena rancangan itu diajukan pemerintah kepada DPR pada tanggal
17 Desember 1999 hingga disetujui untuk menjadi undang-undang dilakukan
pada rapat pleno DPR tanggal 4 Desember 2000, dan kemudian disahkan
menjadi undang-undang pada tanggal 20 Desernber 2000 (Insan Budi Maulana
Bianglala HKT {Hak Kekayaan Intelektual}, 2005)."

Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Indusiri
(UUDI) selama kurang lima tahun masih dianggap sangat singkat jika

' Lihat juga makalah “IMPLEMENTASI UU RAHASIA DAGANG DAN UU DESAIN
INDUSTRI DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL” i{rang disampaikan
dalam Seminar Nasional HaKI Kadin Indonesia {‘ang diselenggarakan oleh Kadin &
Asosiasi Emiten Indonesia Jakarta, Hotel Borobudur, 31 Januari 2001, dan Kata
Pengantar yang disampaikan penuhs dalam buku berjudul Kumpulan Per ‘undang-
undangan Di Bidang HKI: Undang-Undang Nomor 30 Tuhun 2000 tentang Rahasia
Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan
Undang-Undang Nomor 32 Takun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Ter, paa’u
diterbitkan oleh PT CITRAADITYABAKT], Bandung, 2001.
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